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ABSTRAK 
 
BELIA WIDYA PUTRI LESTARI (B11109135). Jaminan Kerahasiaan Call 
Data Record Pengguna Jasa Telekomunikasi, dibimbing oleh Nurfaidah 
Said dan Marwah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab 
penyelenggara jasa telekomunikasi terhadap kerahasiaan Call Data 
Record pengguna jasa telekomunikasi serta peran pemerintah dalam 
mengawasi penyelenggara jasa telekomunikasi. 
Penelitian ini dilaksanakan di beberapa kantor penyelenggara jasa 
telekomunikasi yaitu PT. XL Axiata Tbk, PT. Indosat, PT. Telkom Flexi; 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Makassar; Yayasan Lembaga 
Konsumen Indonesia; serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen 
terhadap jaminan kerahasiaan Call Data Record belum maksimal. Masih 
adanya beberapa kasus kebocoran Call Data Record, umumnya 
disebabkan oleh kesengajaan/niat dari pekerja penyelenggara jasa 
telekomunikasi dan kelalaian dari konsumen karena telah mendaftarkan 
kartu seluler dengan data pribadi yang salah/palsu. Adanya kewajiban dari 
penyelenggara jasa telekomunikasi untuk melindungi hak konsumen atas 
kenyamanan dan keamanan dalam pengunaan jasa yang diperolehnya 
sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian ( fisik maupun psikis ) 
apabila mengonsumsi suatu produk. Peran pemerintah dalam hal ini BRTI 
terhadap jaminan kerahasiaan Call Data Record Pengguna Jasa berwujud 
pengawasan. Hasil dari pengawasan yang tidak sesuai ketentuan 
peraturan perundangan dapat dijatuhi sanksi administrasi terhadap 
penyelenggara jasa telekomunikasi bahkan sanksi pidana sesuai yang 
terdapat dalam Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi di dunia sangat pesat dan tidak 
terbendung seiring dengan perkembangan zaman, tidak terkecuali 
perkembangan teknologi di Indonesia. Hampir tidak ada lagi bagian dari 
kehidupan manusia yang tidak luput dari unsur teknologi. Sebagai negara 
hukum, Indonesia tentu saja dituntut untuk senantiasa menghasilkan 
regulasi-regulasi yang mengikuti perkembangan teknologi tersebut, agar 
masih tetap sejalan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. 
Salah satu bidang yang sangat identik dengan perkembangan 
teknologi adalah bidang telekomunikasi. Perkembangan teknologi yang 
paling nyata dibidang telekomunikasi adalah hadirnya telepon seluler atau 
telepon genggam. Secara sederhana, telepon seluler atau telepon 
gengam berarti perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai 
kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional namun dapat 
dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan 
telepon yang menggunakan kabel melainkan hanya menggunakan 
jaringan nirkabel.  
Di Indonesia, telepon seluler atau telepon genggam dapat 
dikatakan telah menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan utama bagi 
masing-masing individu. Hampir tidak ada lagi orang di Indonesia yang 
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tidak memiliki telepon seluler atau telepon genggam. Kehadiran telepon 
seluler atau telepon genggam memang mampu membuat orang lebih 
mudah dan lebih cepat dalam berkomunikasi jarak jauh.  
Guna menunjang efektivitas penggunaan telepon seluler atau 
telepon genggam, maka tentu saja dibutuhkan layanan penyedia jasa 
telekomunikasi yang bertujuan untuk menyediakan jaringan 
telekomunikasi yaitu rangkaian perangkat telekomunikasi dan 
kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 
Penyelenggara jasa telekomunikasi ini tentu saja dituntut untuk memiliki 
integritas dan kemampuan dalam memberikan kepuasan kepada 
pengguna jasa dalam hal ini pelanggan jasa telekomunikasi.  
Pemerintah Indonesia memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi 
penyelenggara jasa telekomunikasi baik itu perseorangan, koperasi, 
badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha 
swasta, instansi pemerintah, maupun instansi pengamanan negara untuk 
membuka usaha pelayanan jasa telekomunikasi selama itu tidak 
bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan 
mampu melaksanakan seluruh kewajibannya yang diatur didalam 
Undang-Undang khususnya Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi.  
Hal tersebut diatas tentu saja melahirkan hubungan hukum antara 
penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pengguna atau pelanggan 
jasa telekomunikasi, dimana dengan adanya hubungan hukum tersebut 
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kemudian melahirkan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik itu 
penyelenggara jasa telekomunikasi maupun pengguna jasa. 
Salah satu kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi yang 
timbul dari hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi 
dengan pengguna jasa telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 1999 adalah kewajiban untuk merahasiakan informasi 
yang dikirim dan atau diterima oleh pengguna atau pelanggan jasa. 
Informasi ini lebih dikenal dengan sebutan “Call Data Record”. Hal ini 
dapat kita temui landasan hukumnya pada pasal 42 ayat (1) UU No.36 
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa: 
“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang 
dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui 
jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang 
diselenggarakannya.”  
Kerahasiaan Call Data Record adalah hal yang sangat penting 
untuk dijaga oleh penyelenggara jasa telekomunikasi guna melindungi hal-
hal yang bersifat privat atau pribadi dari seseorang, dalam hal ini 
pengguna atau pelanggan jasa telekomunikasi, sehingga apabila 
kerahasiaan Call Data Record ini dibocorkan oleh penyelenggara jasa 
telekomunikasi maka tentu saja dapat menimbulkan kerugian terhadap 
pihak pengguna atau pelanggan jasa telekomunikasi. 
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Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 
tentang Telekomunikasi, Call Data Record pengguna jasa telekomunikasi 
hanya dapat dibocorkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi apabila 
untuk keperluan peradilan pidana. Selain itu, Call Data Record tidak boleh 
diberikan dan/atau dibocorkan ke pihak manapun. Hal ini sesuai dengan 
pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi yang menyatakan bahwa:  
“Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa 
telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau 
diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat 
memberikan informasi yang diperlukan atas: 
a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian 
Repubik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; 
b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan 
Undang-Undang yang berlaku.” 
 
Dalam prakteknya, ternyata terdapat kasus yang menunjukkan 
bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi belum mampu secara 
profesional dan bertanggung jawab untuk mengamankan dan 
merahasiakan Call Data Record pengguna jasa telekomunikasi. Pada saat 
prapenelitian, penulis menemukan contoh kasus dimana konsumen 
dirugikan dengan dibocorkannya kerahasiaan Call Data Record oleh 
penyelenggara jasa telekomunikasi, dalam hal ini adalah PT. XL Axiata 
Tbk. Call Data Record tersebut dapat dengan mudah diminta oleh pihak 
lain kepada penyelenggara jasa telekomunikasi tanpa persetujuan 
pengguna jasa telekomunikasi yang bersangkutan. Dalam contoh kasus 
ini, pihak yang meminta Call Data Record tersebut telah 
menyalahgunakan informasi Call Data Record dengan mengirim sms 
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(short message service) kepada sejumlah nomor handphone yang 
diperoleh dari Call Data Record tersebut. Sms (short message service) 
yang dikirim isinya memberikan informasi yang tidak benar 
mengatasnamakan pengguna jasa telekomunikasi dalam hal ini konsumen 
seolah-olah telah melakukan suatu perbuataan yang sama sekali tidak 
pernah dilakukan. Hal ini jelas menyebabkan konsumen dirugikan. 
Kerugian konsumen berupa hilangnya kepercayaan beberapa relasi atau 
rekanan kerja. Disini tentu saja dituntut pertanggungjawaban 
penyelenggara jasa telekomunikasi atas kerugian yang timbul akibat 
dibocorkannya Call Data Record tersebut. 
Secara fungsional, data organisasi (perusahaan) umumnya sudah 
dianggap sebagai aset yang berharga dan harus dilindungi. Sebaliknya, 
data pribadi dinilai belum merupakan suatu barang berharga sehingga 
sering kali tidak terlindungi. Akibatnya data konsumen/ pengguna jasa 
yang dimiliki oleh penyelenggara jasa, dianggap merupakan hak milik 
penyelenggara jasa, yang dapat digunakan sewenang-wenang, tanpa 
perlu meminta izin kepada pemiliknya. Padahal data pribadi sejatinya 
bersifat privat dan memiliki hak-hak yang terkait perlindungan properti ( 
property rights). Dalam arti, data merupakan hak milik yang harus dijaga 
kerahasiaannya dan dilindungi dari penyalahgunaan serta 
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pengambilalihan data individu atau organisasi secara tidak bertanggung 
jawab oleh pihak-pihak yang tidak berwenang1. 
Selain itu dituntut pula peran Pemerintah dalam melindungi hak 
pengguna jasa telekomunikasi sebagai konsumen dari penyelenggara 
jasa telekomunikasi, khususnya dalam hal membina dan mengawasi 
pelaksanaan kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia.  
Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
1999 tentang Telekomunikasi yaitu : 
1. Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya 
dilakukan oleh pemerintah; 
2. Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan 
penyelenggaraan telekomunikasi; 
3. Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan 
pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), dilakukakan secara menyeluruh dan 
terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan 
yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan 
global. 
 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis kemudian tertarik 
untuk meneliti lebih lanjut mengenai Jaminan Kerahasiaan Call Data 
Record Pengguna Jasa Telekomunikasi. 
 
 
 
 
 
 
                                            
1
 http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/02/24/ketika-data-pelanggan-
telekomunikasi-bocor/ 
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B. Rumusan Masalah : 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis kemudian 
menarik rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana tanggung jawab penyelenggara jasa telekomunikasi 
terhadap kerahasiaan Call Data Record pengguna jasa? 
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi penyelenggara 
jasa telekomunikasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
1999 tentang Telekomunikasi? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan penelitian  
Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai 
berikut : 
b. Mengetahui tanggung jawab penyelenggara jasa telekomunikasi 
terhadap kerahasiaan Call Data Record pengguna jasa; 
c. Mengetahui peran pemerintah dalam mengawasi penyelenggara 
jasa telekomunikasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 
2. Manfaat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan sebagai berikut : 
a. Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai 
tanggung jawab penyelenggara jasa telekomunikasi atas 
kerahasiaan Call Data Record pengguna atau pelanggan jasa 
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telekomunikasi dan seperti apa peran pemerintah dalam 
pengawasannnya; 
b. Menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin pada 
umumnya dan mahasiswa hukum pada khususnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Telekomunikasi 
1. a. Pengertian 
Telekomunikasi terdiri dari dua kata. “Tele” dan “Komunikasi”. 
“Tele” berarti jauh dan “Komunikasi” berarti berhubungan atau saling tukar 
informasi antar dua pihak. Jadi telekomunikasi bisa diartikan pertukaran 
informasi antar dua pihak, pihak pengirim dan pihak penerima, dimana 
terdapat jarak diantara keduanya.2 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Telekomunikasi adalah 
komunikasi jarak jauh melalui kawat (telegrap, telepon) dan radio: 
sedangkan dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, Telekomunikasi adalah 
teknik pengiriman atau penyampaian informasi, dari suatu tempat ke 
tempat lain.3 
Selain itu pengertian Telekomunikasi sudah dijelaskan dalam 
Undang-Undang No. 36 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini yang 
dimaksud dengan Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, 
dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, 
isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, 
radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;4Dijelaskan pula bahwa alat 
telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam 
                                            
2
 http://duniatelekomunikasi.wordpress.com/2008/03/23/telekomunikasi-sebuah-
definisi/ 
3
 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi 
4
 Pasal 1 butir ke-1 UU No.36 Tahun 1999 Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.52 
Tahun 2000 
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telekomunikasi;5 Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat 
telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi6; sarana dan 
prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan 
dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;7 
a. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan 
dan memancarkan gelombang radio; 
b. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian  perangkat 
telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam 
bertelekomunikasi; 
c. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk 
memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan 
jaringan telekomunikasi; 
d. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, 
Badan Usaha Milik daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan 
instansi pertahanan keamanan negara; 
e. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi 
pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan 
atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak; 
f. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi 
pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan 
atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak; 
                                            
5
 Pasal 1 butir ke-2 UU No.36 Tahun 1999 
6
 Pasal 1 butir ke-3 UU No.36 Tahun 1999 
7
 Pasal 1 butir ke-4 UU No.36 Tahun 1999 
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g. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai; 
h. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan 
dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan 
terselenggaranya telekomunikasi; 
i. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan 
penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang 
memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi; 
j. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan 
penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang 
memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi; 
k. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah 
penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan 
pengoperasiannya khusus; 
l. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan 
telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi 
yang berbeda; 
m. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang telekomunikasi. 
b. Call Data Record 
Call Data Record atau biasa disingkat CDR bisa diartikan menjadi 
catatan panggilan rinci. Call Data Record mempunyai pengertian sebagai 
rekaman yang berisi data panggilan keluar dan masuk (outgoing atau 
incoming) trafik telekomunikasi antar penyelenggara jaringan dan atau 
12 
 
jasa telekomunikasi melalui interkoneksi.8 Interkoneksi adalah 
keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan 
telekomunikasi yang berbeda.9 
2. a. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi 
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan 
penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan 
terselenggaranya telekomunikasi.10 
Penyelenggara jasa telekomunikasi (Penyelenggara Jastel) dalam 
melakukan kegiatannya menggunakan jaringan telekomunikasi milik 
Penyelenggara Jartel.11 Penyelenggaraan jasa telekomunikasi berupa 
jasa telepon dasar, jasa nilai tambah teleponi, dan jasa multimedia.12 
Penyelenggaraan jasa telepon dasar adalah penyelenggaraan 
telepon, telegrap, teleks, dan faksimili. Penyelenggaraan jasa teleponi 
dapat dilakukan secara jual kembali. Penyelenggaraan jasa jual kembali 
jasa telepon dasar adalah penyelenggaraan jasa atas dasar kesepakatan 
usaha, menjual kembali jasa teleponi dasar. Contohnya penyelenggaraan 
warung telekomunikasi. 
Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi adalah 
penyelenggaraan jasa yang menawarkan layanan nilai tambah untuk 
teleponi dasar, seperti jasa jaringan pintar (IN), kartu panggil (calling 
                                            
8
 Pasal 1 butir ke-6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 84 Tahun 2002 
9
 Pasal 1 butir ke-4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM 84 Tahun 2002 
10
 Pasal 1 butir ke-4 huruf j UU No.36 Tahun 1999 
11
 Pasal 13 PP No. 52 Tahun 2000 
12
 Pasal 14 PP No. 52 Tahun 2000 
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card), jasa-jasa dengan teknologi interaktif (voice response) dan radio 
panggil untuk umum. 
Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa 
telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi 
termasuk di dalamnya antara lain penyelenggaraan jasa voice over 
internet protocol (VoIP), internet dan intranet, komunikasi data, konferensi 
radio dan jasa video hiburan. Penyelenggaraan jasa multimedia daapat 
dilakukan secara jual kembali. Penyelenggaraan jasa jual kembali jasa 
multimedia adalah penyelenggaraan jasa yang atas dasar kesepakatan 
usaha, menjual kembali jasa multimedia. Contohnya penyelenggaraan 
warung internet (Warnet).13 
Setiap penyelenggara jasa telekomunikasi mempunyai kewajiban.  
Adapun kewajibannya itu dapat kita temui landasannya pada Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi maupun 
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Telekomunikasi. 
Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara 
jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan 
universal.
14
 Kontribusi pelayanan universal yang dimaksud berbentuk 
                                            
13
 Danrivanto Budhijanto, 2010. Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi 
Informasi: Regulasi dan Konvergensi, Bandung: Refika Aditama, hal.49. 
14
 Pasal 16 ayat (1) UU No.36 Tahun 1999 
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penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi 
lainnya.15 
Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara 
jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi 
berdasarkan prinsip : 
a. perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi 
semua pengguna; 
b. peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; 
dan 
c. pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan 
sarana dan prasarana.16 
Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam 
secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh 
pengguna telekomunikasi.17Apabila pengguna memerlukan 
catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi, penyelenggara 
telekomunikasi wajib memberikannya.18 
Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas 
untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang 
menyangkut : 
a. keamanan negara; 
b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda; 
                                            
15
 Pasal 17 ayat (2) UU No.36 Tahun 1999 
16
 Pasal 17 UU No.36 Tahun 1999 
17
 Pasal 18 ayat (1) UU No.36 Tahun 1999 
18
 Pasal 18 ayat (2) UU No.36 Tahun 1999 
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c. bencana alam; 
d. marabahaya; dan atau 
e. wabah penyakit.19 
Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau 
penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak 
penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari prosentase 
pendapatan.20 
Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas 
telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, 
penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman 
pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa 
telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.21 
Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi 
yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui 
jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang 
diselenggarakannya.22Untuk keperluan proses peradilan pidana, 
penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim 
dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat 
memberikan informasi yang diperlukan atas: 
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 Pasal 20 UU No.36 Tahun 1999 
20
 Pasal 26 UU No.36 Tahun 1999 
21
 Pasal 41 UU No.36 Tahun 1999 
22
 Pasal 42 ayat (1) UU No.36 Tahun 1999 
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a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian 
Repubik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; 
b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai 
dengan Undang-Undang yang berlaku.23 
Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi setiap 
permohonan dari calon pelanggan telekomunikasi yang telah memenuhi 
syarat-syarat berlangganan jasa telekomunikasi sepanjang akses jasa 
telekomunikasi tersedia.24 Hal ini dimaksudkan agar Penyelenggara Jasa 
Telekomunikasi bersikap terbuka dan tidak melakukan diskriminasi 
terhadap calon pelanggannya. Syarat-syarat berlangganan yang 
dimaksud adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pelanggan 
jasa telekomunikasi seperti tanda bukti diri, alamat tetap, denah lokasi. 
Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan fasilitas 
telekomunikasi untuk menjamin kualitas pelayanan jasa telekomunikasi 
yang baik dan memberikan pelayanan yang sama kepada pengguna jasa 
telekomunikasi. 25 Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengikuti 
ketentuan teknis Rencana Dasar Teknis dalam menyediakan fasilitas 
telekomunikasinya.26 
Penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan untuk mencatat atau 
merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan 
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 Pasal 42 ayat (2) UU No.36 Tahun 1999 
24
 Pasal 19 PP No.52 Tahun 2000 
25
 Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PP No.52 Tahun 2000  
26
 Pasal 15 ayat (3) PP No.52 Tahun 2000 
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oleh pengguna telekomunikasi.27 Penyelenggara jasa telekomunikasi 
diharuskan pula memberikan catatan dan rekaman dimaksud apabila 
diminta oleh pengguna jasa telekomunikasi.28 Catatan atau rekaman 
dimaksud disimpan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan Penyelenggara 
jasa telekomunikasi berhak memungut biaya atas permintaan catatan atau 
rekaman pemakaian jasa telekomunikasi, seperti biaya percetakan, atas 
catatan atau rekaman penggunaan jasa telekomunikasi.29 
Setiap penyelenggara jaringan dan atau penyelenggara jasa 
telekomunikasi wajib melakukan pencatatan atas pendapatan dari hasil 
kontribusi kewajiban pelayanan universal yang berasal dari pendapatan 
interkoneksi. Pencatatan itu nantinya wajib dilaporkan secara berkala 
kepada Menteri.30 
Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau 
penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar Biaya Hak 
Penyelenggaraan Telekomunikasi.31 
Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi kepada 
pihak-pihak yang merasa dirugikan, kecuali penyelenggara telekomunikasi 
dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh 
kesalahan dan atau kelalaiannya. Ganti rugi yang dimaksud terbatas 
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 Pasal 16 ayat (1) PP No.52 Tahun 2000 
28
 Pasal 16 ayat (2) PP No.52 Tahun 2000 
29
 Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) PP No.52 Tahun 2000 
30
 Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PP No.52 Tahun 2000 
31
 Pasal 32  ayat (1) PP No.52 Tahun 2000 
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kepada kerugian langsung yang diderita atas kesalahan dan atau 
kelalaian penyelenggara telekomunikasi.32 
b. Pengguna Jasa Telekomunikasi 
Pengguna jasa telekomunikasi adalah pelanggan dan pemakai jasa 
telekomunikasi. Adapun yang dimaksud dengan pelanggan adalah 
perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan 
jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan 
kontrak; dan yang dimaksud dengan pemakai adalah perseorangan, 
badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan 
telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan 
kontrak.33 
Pengguna sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti 
sebagai orang yang menggunakan;dan jasa mempunyai arti sebagai 
layanan, kemudahan, manfaat yang dapat dijual kepada orang lain yang 
menggunakan atau menikmatinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengguna 
jasa telekomunikasi adalah orang atau badan usaha yang menggunakan 
layanan yang dijual oleh penyelenggara jaringan atau penyelenggara jasa 
telekomunikasi untuk kegiatan pertukaran informasi antar dua pihak, pihak 
pengirim dan pihak penerima, dimana terdapat jarak diantara keduanya. 
 
                                            
32
 Pasal 68 PP No.52 Tahun 2000 
33
 Pasal 1 butir ke-4 UU No.36 Tahun 1999 
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Bukan hanya penyelenggara jasa telekomunikasi yang mempunyai 
kewajiban, pengguna jasa telekomunikasi pun mempunyai kewajiban. 
Kewajiban pengguna jasa disini adalah: 
a. melakukan pembayaran atas biaya-biaya dalam penggunaan 
jasa telekomunikasi yang disediakan oleh penyelenggara jasa 
telekomunikasi melalaui penagihan yang dikirimkan kepada 
Pengguna jasa telekomunikasi; 
b. menghubungi layanan buat pengguna jasa (costumer service) 
dengan didasari iktikad baik, guna memperoleh keterangan 
yang di perlukan yang diperlukan terkait dengan layanan 
penyelenggara jasa telekomunikasi tersebut; 
c. Pengguna jasa wajib memenuhi syarat-syarat berlanggganan 
yang telah ditentukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. 
Syarat-syarat berlangganan yang dimaksud seperti tanda bukti 
diri, alamat tetap, denah lokasi. 
3. Hubungan Hukum Para Pihak 
Perjanjian adalah sumber penting yang melahirkan perikatan. 
Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata:”Perjanjian 
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.34Pengertian ini sebenarnya 
tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa 
dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak 
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 Pasal 1313 KUHPerdata 
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lain. Pengertian ini seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua 
pihak yang saling mengikatkan diri tentang suatu hal. Artinya kalau hanya 
disebutkan bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, maka 
tampak seolah-olah yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak, tetapi 
kalau disebutkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan 
diri, maka pengertian perjanjian ini meliputi baik perjanjian sepihak 
maupun perjanjian dua pihak.35 
Perjanjian menerbitkan perikatan, oleh karena itu perjanjian 
merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Dalam 
bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian kata-kata yang 
mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.36 
Perjanjian juga diartikan sebagai suatu perhubungan hukum 
mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji 
atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak 
melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan 
janji itu.37 
Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk 
tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis 
maka ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.
38
 
                                            
35
 Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2011. Hukum Perikatan, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada,hlm.63 
36
 Komariah, 2001. Hukum Perdata, Malang, hal.169 
37
 R.Wirjono Prodjodikoro, 2011,  Azas-azas Hukum Perjanjian, Bandung: CV. Maju 
Mundur, hal.4 
38
 Mariam Darus Badrulzaman, 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III 
Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, hal.89 
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Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus 
dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (offerte) 
menerima jawaban yang tercantum dalam surat tersebut, sebab saat 
itulah yang dapat dianggap sebagai saat lahirnya kesepakatan. Apabila ia 
tidak membaca surat itu, adalah tanggungannya sendiri. Ia dianggap 
sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya. Karena perjanjian yang telah lahir, tidak dapat lagi 
ditarik kembali jika tidak seizin pihak lawan. 39 
Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah 
perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat 
hukum.40 
Suatu perjanjian harus memenuhi 3 macam unsur: 
1. Essentialia, ialah unsur yang sangat esensi/penting dalam 
suatu perjanjian yang harus ada. Misal: Didalam perjanjian 
harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak, didalam 
perjanjian jual beli harus ada barang dan harga. 
2. Naturalia, ialah unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak 
dikesampingkan oleh kedua belah pihak. Misal: Menurut pasal 
1474 KUHPerdata dalam perjanjian jual beli barang, penjual 
wajib menjamin cacat yang tersembunyi. Namun kewajiban ini 
dapat ditiadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak. 
                                            
39
 Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, hal.28 
40
 H.Salim Hs, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2006, Perancangan Kontrak & 
Memorandum of Understanding (MoU), Mataram: Sinar Grafika, hal.7 
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3. Accidentalia, ialah unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki 
oleh kedua belah pihak. Misal: Perjanjian tidak dibutuhkan 
suatu bentuk tertentu, artinya perjanjian boleh dibuat dengan 
akte atau secara lisan. Apabila perjanjian sewa menyewa 
dilakukan dengan akta notaris, maka para pihak menghendaki  
unsur accidentalia dalam perjanjian sewa menyewa tersebut.41 
Sedangkan dalam teori lama, unsur-unsur perjanjian adalah 
sebagai berikut: 
1. Adanya perbuatan hukum; 
2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang; 
3. Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan; 
4. Perbuatan hukum itu terjadi karena kerja sama antara dua orang 
atau lebih; 
5. Pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuai itu harus 
saling bergantung satu sama lain; 
6. Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; 
7. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang 
lain atau timbal balik; 
8. Persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peraturan 
perundang-undangan.42 
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 Komariah, Op.Cit.,. hlm.172 
42
 H. Salim Hs, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, Op.Cit,. hal.7 
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Selain itu, menurut Ahmadi Mirubahwa hukum kontrak (perjanjian) 
ada banyak macam, diantaranya sebagai berikut : 
a. Asas Konsensualisme 
Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan 
kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena 
maksud asas konsensualisme adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada 
saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai 
kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu 
belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan 
tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban 
bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah 
bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk 
memenuhi kontrak tersebut. 
Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak 
karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan 
terhadap kontrak formal dan kontrak riel tidak berlaku.43 
b. Asas Kebebasan Berkontrak 
Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang 
sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh 
sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) 
BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demiakian ada pula 
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 Ahmadi Miru, 2011. Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Jakarta: Raja Grafindo, 
hlm.3 
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yang mendasarkan pada pasal 1320 BW yang menerangkan tentang 
syarat sahnya perjanjian. 
Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada 
seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan 
dengan perjanjian diantaranya: 
a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau 
tidak; 
b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan 
perjanjian; 
c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian; 
d. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan 
e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan.44 
c. Asas Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda) 
Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi  
kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang 
harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana 
mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat 
(1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.45 
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d. Asas Iktikad Baik  
Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam 
hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam pasal 
1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. 
Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-
perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan 
berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh 
iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa 
kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-
kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak 
dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan 
penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum 
menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh 
perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan 
iktikad baik.46 
Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu: 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
c. Suatu hal tertentu; 
d. Suatu sebab yang halal.47 
Keempat syarat sahnya perjanjian yang sebagaimana diatur dalam 
pasal 1320 BW tersebut diatas akan diuraikan sebagai berikut: 
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 Ahmadi Miru, Op.Cit,. hlm.5 
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1. Kesepakatan 
Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk 
terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan 
berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya 
penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.48 
2. Kecakapan  
Untuk mengadakan kontrak atau perjanjian, para pihak 
harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau 
salah satu pihak yang mengadakan kontrak adalah tidak cakap 
menurut hukum. Seseorang oleh hukum dianggap tidak cakap 
untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 
tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. 
Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh 
hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh 
dibawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, 
atau pemboros.49 
3. Hal Tertentu 
Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan 
ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat 
berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak 
berbuat sesuatu. Hal ini dalam kontrak disebut prestasi yang 
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 Ahmadi Miru, Op.Cit,. hlm. 14 
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 Ahmadi Miru, Op.Cit,. hlm.29 
27 
 
dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat 
sesuatu.50 
4. Sebab yang Halal 
Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum 
Islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi 
kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan.51 
4. Perlindungan Konsumen 
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 
konsumen.52 Rumusan pengertian perlindungan konsumen ini cukup 
memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk 
meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha 
hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.53 
Meskipun Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan 
pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan 
perekonomian nasional banyak ditentukan  oleh para pelaku usaha.54 
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 Ahmadi Miru, Op.Cit,. hlm 30 
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 Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 
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 Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2011. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, hlm. 1 
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Berkaitan dengan perlindungan konsumen, ada beberapa istilah 
yang lazim dipergunakan yaitu: 
a. Konsumen 
Konsumen sebagai istilah yang paling sering dipergunakan dalam 
percakapan sehari-hari yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. 
Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa:  
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan.55 
 
Pengertian konsumen dalam UUPK ini cukup luas karena dalam 
UUPK juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup 
lain. Hal ini berarti bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada 
konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-tumbuhan) 
b. Pelaku Usaha 
Pengertian pelaku usaha dalam UUPK adalah: 
“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”56 
 
Pengertian pelaku usaha diatas merupakan pengertian yang sangat 
luas karena meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan memudahkan 
konsumen, dalam arti banyak pihak yang dapat digugat.57 
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c. Barang 
Dinyatakan dalam pasai 1 angka 4 UUPK bahwa : 
“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan 
maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, 
dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.” 58 
 
d. Jasa 
Jasa pada pasal 1 angka 5 UUPK diartikan sebagai berikut: 
”Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau 
prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 
konsumen.”59 
 
Dalam hukum perlindungan konsumen kadang-kadang digunakan 
istilah produk yang meliputi barang dan/atau jasa. Sebagai contoh dalam 
dunia perbankan sering digunakan istilah produk perbankan yang tidak 
lain adalah jasa perbankan.60 
 Hak dan Kewajiban Konsumen 
Hak konsumen telah diatur dalam pasal 4 UUPK, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengonsumsi barang dan/atau jasa; 
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa 
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan; 
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3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan; 
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif. 
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.61 
Selain itu kewajiban konsumen juga telah diatur dalam pasal 5 
UUPK, yang diuraikan sebagai berikut: 
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi 
keamanan dan keselamatan; 
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa; 
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
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4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut.62 
 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
Hak Pelaku Usaha yaitu : 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan; 
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beriktikad tidak baik; 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen; 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara 
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.63 
Dan kewajiban pelaku usaha adalah : 
a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; 
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c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 
jujur serta tidak diskriminatif; 
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku; 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji 
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta 
memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat 
dan/atau diperdagangkan; 
Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak 
sesuai dengan perjanjian.64 
”Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, 
keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta 
kepastian hukum.”65 
 
Kelima asas yang disebutkan, bila diperhatikan substansinya, dapat 
dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu : 
1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan 
dan keselamatan konsumen; 
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan; 
dan 
3. Asas kepastian hukum.66 
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Selain asas, perlindungan konsumen pun mempunyai tujuan yaitu: 
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian 
konsumen untuk melindungi diri; 
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang 
dan/atau jasa; 
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 
untuk mendapatkan informasi; 
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha; 
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, 
keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 
konsumen.67 
B. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia 
Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan 
pengawasan dan pengendalian pertelekomunikasian di Indonesia 
dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan 
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pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta 
perkembangan global.68 Telekomunikasi sendiri dikuasai oleh negara dan 
pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.69 Pembinaan telekomunikasi 
diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang 
meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan 
pengendalian.70 
Tanggal 11 Juli 2003 akhirnya pemerintah mengeluarkan 
Keputusan Menteri Perhubungan No. 31/2003 tentang penetapan 
BadanRegulasi Telekomunikasi Indonesia ( BRTI ). BRTI adalah 
terjemahan IRB versi pemerintah yang diharapkan pada akhirnya menjadi 
suatu badan regulasi yang ideal.71 
Fungsi dan wewenang BRTI ( sesuai KM.31/2003 ) : 
a. Pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan 
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan 
jasa telekomunikasi, yaitu :  
a. Perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan  
penyelenggaraan jasa telekomunikasi; 
b. Standar kinerja Operasi;  
c. Standar kualitas layanan; 
d. Biaya interkoneksi; 
e. Standar alat dan perangkat telekomunikasi;  
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b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan 
telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu: 
a. Kinerja operasi; 
b. Persaingan usaha; 
c. Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi; 
c. Pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan 
telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu: 
a. Penyelesaian perselisihan antar penyelenggara jaringan 
telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi; 
b. Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi; 
c. Penerapan standar kualitas layanan;  
Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi, Pemerintah 
melibatkan peran serta masyarakat.72 Peran serta masyarakat yang 
dimaksud adalah berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang 
berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan 
pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan dibidang telekomunikasi.73 Ketentuan 
mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pembentukan lembaga 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
74
 Menteri yang bertindak sebagai 
penaggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia.75 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh informasi dan data yang akurat yang relevan 
dengan permasalahan skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di 
wilayah kota Jakarta dan Makassar, dalam hal ini pihak penyelenggara 
jasa telekomunikasi yaitu  PT. XL Axiata Tbk (dahulu PT Excelcomindo 
Pratama Tbk), PT. Indosat Tbk, PT. Telkom Flexi, dan Yayasan Lembaga 
Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK), serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang akan dikumpulkan adalah : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari 
lapangan/penelitian melalui wawancara. Wawancara dilakukan 
terhadap: 
a. Pihak Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yaitu : PT. XL 
Axiata Tbk, PT. Indosat, dan PT. Telkom Flexi; 
b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); 
c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); 
d. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI); 
e. Satu orang konsumen. 
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2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dan 
mempelajari buku – buku dan literatur lainnya yang 
berhubungan dengan masalah yang penulis angkat untuk 
memperoleh dasar teoritis dalam penulisan tugas akhir.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam melakukan penelitian, baik penelitian lapangan maupun 
penelitian penelitian literatur, diperoleh teknik pengumpulan data sebagai 
berikut : 
1. Teknik Wawancara (Interview) 
Yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab 
berdasarkan daftar pernyataan yang telah disiapkan dan 
melakukan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data 
dan informasi yang diperlukan melalui pihak penyelenggara jasa 
telekomunikasi,  pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 
dan pihak Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia serta dua 
konsumen yang menggunakan fasilitas jasa telekomunikasi. 
2. Penelitian kepustakaan (Library Research) 
Pada penulisan ini, penulis mencari bahan informasi yang 
bersumber dari literatur hukum dan perundang – undangan serta 
hasil studi dokumentasi yang ada kaitannya dengan penulisan 
skripsi ini. 
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D. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses 
penelitian, baik data primer maupun data sekunder. Data yang diperoleh 
dari penelitian akan diolah secara content analysis, yaitu mengolah data – 
data untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian 
disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan, 
menguraikan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat 
kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Telekomunikasi 
Terhadap Kerahasiaan Call Data Record Pengguna Jasa 
Call Data Record biasa diartikan sebagai catatan panggilan rinci 
pemakaian suatu jasa telekomunikasi. Call Data Record mempunyai 
pengertian sebagai rekaman yang berisi data panggilan keluar dan masuk 
(outgoing dan incoming) trafik telekomunikasi antar penyelenggara 
jaringan dan atau jasa telekomunikasi melalui interkoneksi.76 Interkoneksi 
sendiri mempunyai pengertian sebagai keterhubungan antar jaringan 
telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang 
berbeda.77 
Kerahasiaan Call Data Record pengguna jasa telekomunikasi 
sangatlah perlu untuk dijaga. Call Data Record merupakan data pribadi 
seseorang yang bersifat privat dan rahasia, yang mana tidak dapat 
dipungkiri setiap insan manusia memerlukan suatu perlindungan atau 
jaminan untuk menjaga informasi-informasi yang bersifat pribadi dan tidak 
ingin diketahui oleh orang lain. Meskipun hal ini selalu dipandang sebelah 
mata akan tetapi haruslah tetap diperhatikan agar tidak disalahgunakan 
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak berwenang.  
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Perlindungan Call Data Record sebagai data pribadi konsumen 
atau lebih disebut pengguna jasa telah diatur didalam  pasal 42 Undang-
Undang Telekomunikasi: 
(1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan 
informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa 
telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa 
telekomunikasi yang diselenggarakannya. 
(2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa 
telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau 
diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasiserta dapat 
memberikan informasi yang diperlukan atas: 
a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; 
b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai  
dengan Undang-Undang yang berlaku. 
 
Kemudian diatur lebih spesifik di Peraturan Menkominfo 
No.23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa 
Telekomunikasi pasal 5: 
1. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan identitas 
pelanggan jasa telekomunikasi prabayar sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) selama pelanggan jasa 
telekomunikasi aktif menggunakan jasa telekomunikasi 
dimaksud. 
2. Dalam hal pelanggan jasa telekomunikasi prabyar tidak aktif 
lagi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan 
identitas pelanggan jasa telekomunikasi prabayar sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) sekurang-kurangnya 90 
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(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulai ketidak 
aktifan pelanggan jasa dimaksud. 
3. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan data 
pelanggan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf 
b dalam rangka perlindungan hak-hak privat pelanggan. 
4. Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) penyelenggara jasa 
telekomunikasi wajib menyerahkan identitas pelanggan jasa 
telekomunikasi prabayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
ayat (2) atas permintaan : 
a. Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia 
untuk proses peradilan tindak pidana terkait. 
b. Menteri yang membidangi telekomunikasi untuk keperluan 
kebijakan di bidang telekomunikasi. Penyidik untuk proses 
peradilan tindak pidana tertentu lainnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Perlindungan Call Data Record sebagai data pribadi juga termasuk 
dalam hak konsumen. Dalam hal ini, hak konsumen terhadap kerahasiaan 
Call Data Record sudah termasuk dalam hak konsumen atas 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang 
dan/atau jasa. Hal atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam 
penggunaan barang dan atau jasa yang diperolehnya, sehingga 
konsumen dapat terhindar  
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Dengan adanya aturan tersebut, hal ini menegaskan bahwa sudah 
kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi atau dalam hal ini biasa 
disebut sebagai provider untuk menjaga dan menjamin kerahasiaan Call 
Data Record sebagai data pribadi pengguna jasa. Penyelenggara jasa 
telekomunikasi hanya boleh menyerahkan Call Data Record apabila 
diminta oleh pihak yang berwenang seperti Jaksa Agung dan/atau Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia, Menteri, dan Penyidik untuk membantu 
proses peradilan pidana. Dalam hal ini pernah terjadi dalam beberapa 
kasus misalnya kasus Antasari Azhar yang menggunakan Call Data 
Record sebagai alat bukti pada proses persidangan.  
Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala 
Seksi Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Makassar, 
Bapak Qamaludin Achmad78 yang mengatakan bahwa hak konsumen atas 
kenyamanan dan keamanan dalam mengonsumsi barang atau jasa telah 
diatur di Pasal 4 huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan kewajiban penyelenggara jasa 
telekomunikasi untuk merahasiakan informasi pengguna jasa diatur pula 
di Pasal 42 Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.  
Dalam wawancara yang sama, Bapak Qamaludin Achmad 
menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam hal ini penyelenggara jasa 
telekomunikasi dapat memberikan informasi sepanjang diketahui oleh 
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 Wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan 
Kota Makassar, Bapak Qamaludin Achmad pada tanggal 2 Mei 2013 di ruang 
bagian layanan masyarakat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Makassar 
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yang bersangkutan, dalam hal ini pengguna jasa/ konsumen. Ketika hal itu 
tidak diketahui oleh yang bersangkutan maka terjadilah perbuatan 
melawan hukum atau melanggar Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan 
yang diatur oleh Undang-Undang Telekomunikasi yang menjelaskan 
bahwa yang dapat diberikan informasi yang dikirim atau yang diterima 
pengguna jasa (dalam hal ini Call Data Record) hanyalah orang yang 
bersangkutan atau pengguna jasa telekomunikasi itu sendiri. Serta untuk 
keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi 
dapat memberikan informasi yang diperlukan atas : 
a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian 
Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; 
b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan 
Undang-Undang yang berlaku. 
 Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks 
perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
atau Burgelijk Wetboek (BW), dalam buku III BW, pada bagian “Tentang 
perikatan-perikatan yang dilahirkan Undang-Undang”, yang berbunyi : 
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian 
kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”  
 
Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai 
melawan hukum, diperlukan 4 syarat yaitu: 
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain. 
3. Bertentangan dengan kesusilaan. 
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4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.79 
 
 Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 1365 
KUHPerdata, dapat diketahui bahwa pelaku usaha dapat bertanggung 
gugat atas kerugian yang diderita oleh konsumen apabila memenuhi 
unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Adanya perbuatan, yaitu adanya tindakan yang dilakukan oleh 
seseorang baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. 
2. Perbuatan itu melawan hukum, artinya tindakannya merupakan 
tindakan yang melanggar hukum atau dilarang peraturan 
perundang-undangan. Perbuatan itu tidak hanya bertentangan 
dengan Undang-Undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat 
yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan 
kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan 
dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati.80  
Berdasarkan yurisprudensi, melanggar kewajiban Undang-undang 
tidak begitu saja merupakan perbuatan melanggar hukum karena memiliki 
persyaratan tertentu, yaitu:81 
a. Dengan pelanggaran ini, kepentingan penggugat dilanggar 
atau diancam; 
b. Kepentingan itu dilindungi oleh kewajiban yang dilanggar; 
                                            
79
 Rosa Agustina, 2003, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH Universitas 
Indonesia, hal 117 
80
     Mariam Darus Badrulzaman, dkk, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra 
Aditya Bakti, hal 107 
81
  Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit, hal. 131 
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c. Kepentingan itu termasuk yang dilindungi berdasarkan Pasal 
1365 KUHPerdata; 
d. Pelanggaran tersebut bersifat tidak pantas terhadap si 
penggugat, mengingat sikap dan perbuatannya sendiri; 
e. Tidak ada alasan pembenar. 
3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian. Pengertian kerugian 
menurut Nieuwenhuis adalah berkurangnya harta kekayaan 
pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan 
atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. 
Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat 
dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri sendiri 
dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedangkan 
kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang 
dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan. Ganti 
kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 
hanya meliputi pengembalian uang atau penggantian barang 
dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan 
kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa 
ganti kerugian yang dianut dalam UUPK adalah ganti kerugian 
subjektif.  
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, 
artinya kerugian yang diderita oleh seseorang itu diakibatkan 
perbuatan orang lain.  
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5. Pihak yang melakukan perbuatan tersebut bersalah, yang 
dimaksud disini ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan 
hukum yang dilakukan. Kesalahan  ini memiliki 3 unsur : 
a. Perbuatan yang dapat disesalkan; 
b. Perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya: 
1) Dalam arti objektif, sebagai manusia normal dapat 
menduga akibatnya; 
2)  Dalam arti subjektif, sebagai seorang ahli dapat menduga 
akibatnya. 
c. Dapat dipertanggung jawabkan. 
 Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa perbuatan 
melawan hukum berisikan tentang suatu perikatan yang dilahirkan oleh 
Undang-Undang untuk tidak berbuat sesuatu, karena dengan melakukan 
perbuatan tersebut maka seseorang telah melakukan kesalahan dalam 
hukum. Larangan untuk tidak berbuat sesuatu merupakan sesuatu yang 
diperintahkan oleh hukum, yang jika perbuatan yang tidak diperbolehkan 
untuk dilakukan tersebut dilakukan, maka orang yang melakukan 
perbuatan tersebut berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap 
pihak yang telah dirugikan tersebut. 
 Memperhatikan isi Pasal 1366 KUHPerdata, dapat dikatakan 
bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang 
diderita oleh seseorang akibat kesalahannya dalam melakukan suatu 
perbuatan tetapi seseorang juga bertanggung jawab atas kelalaian dan 
kurang hati-hatinya dalam berbuat.  
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Kerahasiaan Call Data Record pengguna jasa merupakan 
tanggung jawab penyelenggara jasa telekomunikasi. Hasil wawancara 
dengan Ibu Elvina Sidabutar82 sebagai Senior Manager-Legal Counsel 
Litigation PT. XL Axiata Tbk mengatakan PT. XL tunduk pada ketentuan 
Undang-Undang tentang pengaturan terhadap kerahasiaan Call Data 
Record pengguna jasa.  
Hak konsumen terkait Call Data Record adalah mendapatkan 
rincian pemakaian (billing) sebagaimana pasal 18 (2) UU Telekomunikasi 
dan kerahasiaan sebagaimana pasal 42 UU Telekomunikasi. Tidak ada 
perbedaan perlindungan kerahasiaan data antara pengguna kartu pasca 
bayar dan kartu prabayar. Menurut Ibu Elvina Sidabutar, kartu pascabayar 
dan kartu prabayar mempunyai Call Data Record yang keduanya sangat 
dilindungi kerahasiaannya. Call Data Record itu sendiri berbentuk data 
tertulis, yang merekam setiap telepon dan SMS (short message service) 
keluar yang dilakukan oleh pelanggan. Call Data Record pelanggan bisa 
diperoleh apabila diminta oleh yang bersangkutan dan akan diberikan 
dalam bentuk data rincian pemakaian (billing). Perolehan Call Data 
Record juga dapat dilakukan dengan memakai surat kuasa dengan syarat 
melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pihak PT. XL akan 
melakukan konfirmasi dengan pengguna jasa yang bersangkutan. Call 
Data Record hanya bisa diperoleh dengan persetujuan 
pelanggan/pengguna jasa itu sendiri dan untuk keperluan proses 
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  Wawancara dengan Ibu Elvina Sidabutar sebagai Senior Manager-Legal Counsel 
Litigation PT. XL Axiata Tbk wilayah Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2013. 
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peradilan pidana atas permintaan tertulis Jaksa agung dan/atau Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia, serta penyidik. Dalam proses peradilan 
pidana, Call Data Record dapat diberikan dengan syarat untuk tindak 
pidana tertentu. Yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah 
tindak pidana yang diancam dengan penjara selama 5 (lima) tahun 
keatas, seumur hidup atau mati. Hal yang serupa juga diutarakan oleh 
Bapak A. Imran Ismail83 sebagai Delivery Costumer Care Area Makassar 
Kantor Flexi, Call Data Record sangat dijaga kerahasiaannya. Seperti di 
kantor Flexi, Call Data Record dibagi menjadi dua, yaitu : 
1. Data Pemakaian ; data yang berisi rincian panggilan keluar 
(outgoing) pengguna jasa selama pemakaian jasa 
telekomunikasi. 
2. Data Rekaman ; data yang berisi rincian panggilan masuk 
(incoming) pengguna jasa dan rekaman rincian pemakaian 
berupa rekaman pembicaraan dan rekaman teks pesan masuk 
dan keluar pengguna jasa.  
Menurut Bapak A. Imran Ismail, hanya Call Data Record Data 
Pemakaian yang bisa diberikan kepada pengguna jasa apabila pengguna 
jasa meminta/memerlukannya. Hal ini pun memerlukan syarat yaitu 
dengan membawa identitas diri dan kwitansi pembayaran pemakaian jasa 
telekomunikasi, bisa juga memakai surat kuasa. Sedangkan Call Data 
Record Data rekaman tidak bisa diberikan walaupun itu kepada pengguna 
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 Wawancara dengan Bapak A. Imran Ismail, Delivery Costumer Care Area Makassar 
Kantor Flexi pada tanggal 30 April 2013 
49 
 
jasa yang bersangkutan. Call Data Record data rekaman hanya diberikan 
apabila ada keperluan proses peradilan pidana. 
 Dalam hasil wawancara yang sama, Bapak A. Imran Ismail 
mengatakan bahwa selama ini di kantor Flexi tidak pernah mengalami 
kasus tentang Call Data Record dibocorkan ataupun mengalami 
pengaduan tentang konsumen atau pengguna jasa yang merasa dirugikan 
berkaitan tentang Call Data Record pengguna jasa. Mengenai tanggung 
jawab penyelenggara jasa telekomunikasi terhadap kerahasiaan Call Data 
Record pengguna jasa, Bapak A. Imran Ismail mengaku bahwa kantor 
Flexi sangat menjaga kerahasiaan Call Data Record. Akan tetapi apabila 
ada pihak yang sampai akhirnya membuat Call Data Record itu tidak 
terjaga kerahasiaannya dan membuat pengguna jasa dirugikan , kantor 
Flexi akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan hukum yang 
berlaku. Adapun pihak yang melakukan atau bertanggung jawab atas hal 
ini akan dikenakan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja. 
 Hasil wawancara dengan Ibu Siti Dini Arisiyah sebagai Costumer 
Service84 PT. Indosat mengatakan bahwa pihak Indosat menganggap 
bahwa Call Data Record itu adalah hal yang sangat rahasia. Tentunya hal 
ini tidak akan keluar atau bocor kecuali yang bersangkutan sendiri yang 
memintanya. Adapun ketika pengguna jasa ingin meminta Call Data 
Record, pihak Indosat akan melakukan verifikasi ( apakah kartu tanda 
pengenal itu adalah benar yang bersangkutan atau tidak ). Kecuali yang 
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 Wawancara dengan Ibu Siti Dini Arisyah sebagai Costumer Service PT. Indosat 
wilayah Makassar pada tanggal 8 Mei 2013 
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bersangkutan, orang lain tidak akan diberikan Call Data Record walaupun 
itu adalah suami/istri dari yang bersangkutan. 
 Berbeda dengan pihak Flexi, Call Data Record pengguna jasa 
Indosat hanyalah berupa data rincian panggilan/pemakaian jasa 
telekomunikasi dan rincian data tagihan (billing) yang digunakan untuk 
membuktikan pemakaian jasa telekomunikasi. Pihak Indosat tidak 
menyediakan rekaman pemakaian jasa telekomunikasi. Hal ini 
dikarenakan tidak adanya database yang mampu, pemakaian jasa 
telekomunikasi yang padat membuat setiap hari database itu akan 
terhapus. 
 Indosat mempunyai dua tipe kartu yang bisa digunakan yaitu kartu 
pasca bayar dan pra bayar. Kartu pasca bayar adalah kartu berlangganan 
bulanan yang pemakaian akan dibayar di akhir bulan ditandai dengan 
adanya surat atau rincian data tagihan (billing) itu sendiri. Sedangkan pra 
bayar adalah kartu berlangganan yang pemakaiannya menggunakan 
pulsa isi ulang. Seperti yang telah dijelaskan tadi, Call Data Record pasca 
bayar diberikan bersamaan dengan rincian data tagihan (billing) itu 
sendiri. Sedangkan Call Data Record pra bayar berbeda. Pihak Indosat 
tidak merasa berkewajiban memberikan Call Data Record pengguna kartu 
pra bayar. Call Data Record hanya bisa diperlihatkan di layar monitor saja 
tapi tidak untuk diberikan ke pengguna jasa. Call Data Record yang 
dimaksud hanyalah rincian panggilan keluar (outgoing) dan panggilan 
masuk (incoming). Hal ini ditujukan untuk penyelesaian complain apabila 
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pengguna jasa bersangkutan merasa adanya kejanggalan penggunaan 
atau tagihan pemakaian jasa telekomunikasi. 
 Syarat permintaan Call Data Record itu sendiri apabila pengguna 
jasa memerlukannya yaitu dengan melampirkan kartu tanda pengenal dan 
selanjutnya pihak Indosat akan memverifikasi. Call Data Record bisa 
diminta dengan menggunakan surat kuasa dengan syarat melampirkan 
fotokopi kartu tanda pengenal kedua belah pihak dan surat kuasa tersebut 
ditandatangi diatas materai. Khusus untuk proses peradilan pidana, Call 
Data Record itu diberikan dengan syarat melampirkan laporan kepolisian, 
surat perintah penyidikan, dan surat perintah tugas. Selain itu menurut 
pihak Indosat, Call Data Record untuk proses peradilan pidana hanya 
dapat diberikan apabila itu berkaitan dengan tindak pidana khusus seperti 
pembunuhan dan narkoba. Dan juga ancaman hukuman penjara diatas 5 
tahun. 
 Pengguna jasa telekomunikasi disebut juga sebagai konsumen. 
Perlindungan konsumen terhadap jaminan hak kerahasiaan informasi Call 
Data Record sangatlah perlu. Hal ini sesuai dengan pasal 4 huruf a UUPK 
yang menyebutkan bahwa “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, 
keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.” 
Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin 
keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa yang 
diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik 
maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk (barang dan/atau 
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jasa). Pemberian Call Data Record kepada orang-orang yang tidak 
berkepentingan atau tanpa sepersetujuan orang yang bersangkutan, 
dalam hal ini pengguna jasa dapat menimbulkan kerugian pada 
konsumen/pengguna jasa. Hal ini jelas bertentangan dengan hak 
konsumen yang telah dijelaskan tadi tentang hak atas keamanan dan 
keselamatan dalam mengonsumsi suatu produk (barang dan/atau jasa). 
Hasil wawancara terhadap ketiga penyelenggara jasa telekomunikasi 
adalah tidak pernah ada pembocoran Call Data Record, akan tetapi pada 
faktanya masih ada pembocoran Call Data Record. Menurut hasil 
wawancara terhadap satu orang konsumen/pengguna jasa yang pernah 
dirugikan, pemberian Call Data Record kepada orang lain yang tidak 
berkepentingan dan tanpa sepersetujuan pengguna jasa jelas telah 
menimbulkan kerugian besar kepada dirinya. Kerugian yang dimaksud 
oleh yang bersangkutan adalah hilangnya mitra kerja akibat penyebaran 
informasi yang tidak benar yang dilakukan oleh orang yang tidak 
bertanggung jawab dengan cara menghubungi nomor-nomor dan 
menggunakan informasi yang ada di dalam Call Data Record itu.  
Menurut konsumen, pada bulan September 2012 ada beberapa 
sms (short message service) yang beredar bunyinya “saya xxx, 85 
mengakui melakukan praktek gratifikasi kepada hakim, jaksa, kepolisian, 
dan seluruh aparat penegak hukum demi kepentingan klien dan perkara-
perkara yang saya tangani. Untuk hal tersebut saya memohon maaf dan 
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  Hasil wawancara dengan konsumen/pengguna jasa yang pernah dirugikan. Nama 
disamarkan karena permintaan pengguna jasa tsb. 
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berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama.” Gratifikasi yang dimaksud 
adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, 
rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas 
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, dan fasilitas lainnya.86 
Setelah mendapat sms (short message service) tersebut, orang-orang 
melakukan klarifikasi kepada pengguna jasa yang bersangkutan. 
Mengetahui adanya kejadian tersebut, pengguna jasa melakukan 
pengecekan ke kantor penyelenggara jasa telekomunikasi yaitu PT. XL 
Axiata Tbk berkaitan tentang Call Data Record pengguna jasa. Karena 
menurut pengguna jasa, orang yang menerima sms (short message 
service) tersebut adalah orang-orang yang masuk dalam daftar telepon 
selama bulan September 2012. Setelah melakukan pengecekan, PT. XL 
Axiata Tbk mengakui bahwa sebelumnya telah ada seseorang yang 
meminta Call Data Record pengguna jasa dengan menggunakan surat 
kuasa. Pengguna jasa pun merasa keberatan karena tidak pernah 
memberikan surat kuasa kepada siapa pun. Selanjutnya untuk menyikapi 
hal tersebut, orang yang bersangkutan yang dirugikan mengajukan 
keberatan kepada pihak penyelenggara jasa telekomunikasi. Dan sebagai 
rasa tanggung jawab, pihak penyelenggara jasa telekomunikasi pun 
menanggapinya dengan menyatakan permohonan maaf dengan 
penjelasan bahwa itu adalah kesalahan oknum. Oknum tersebut pun telah 
dijatuhi sanksi berupa pemutusan hubungan kerja. Hal ini merupakan 
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salah satu contoh bukti bahwa ada hak konsumen yang dilanggar. Hak 
konsumen tersebut adalah hak atas keamanan dan keselamatan dalam 
menggunakan suatu produk (barang dan/atau jasa). 
 Menurut hasil wawancara dengan Ibu Sulastri, pihak dari Yayasan 
Lembaga Konsumen Indonesia, pemberian Call Data Record kepada 
orang yang tidak berkepentingan atau bisa disebut pembocoran Call Data 
Record pernah terjadi. Hal yang perlu diketahui oleh konsumen adalah 
nomor yang dipakai adalah nomor pengguna jasa tersebut dan terdaftar 
juga dengan nama pengguna jasa tersebut. Jadi yang berhak meminta 
Call Data Record itu adalah orang atau konsumen yang terdaftar di 
layanan jasa telekomunikasi. Sering kali terjadi kesalahan yaitu ketika 
membeli kartu, kartu itu malah didaftarkan oleh orang lain, bukan oleh 
pengguna kartu itu sendiri. Jadi ketika pengguna jasa mengalami 
permasalahan, pengguna jasa tersebut tidak punya hak. Orang yang 
mempunyai hak adalah nama orang atau konsumen yang terdaftar di 
layanan jasa telekomunikasi. 
Selain contoh kasus diatas, ada banyak kasus tentang kebocoran 
Call Data Record. Pertumbuhan teknologi yang semakin cepat membuat 
Call Data Record sebagai suatu data yang sangat penting dan berguna. 
Berdasarkan fakta yang ada pada saat ini, banyak sekali pelanggan 
seluler menerima sms (short message service) yang berisi promosi atau 
penawaran terhadap barang dan jasa. Hal tersebut sudah mengganggu 
kenyamanan dari pengguna jasa itu sendiri. Hal ini bisa terjadi karena 
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pengirim pesan singkat tersebut (orang atau perusahaan) memiliki data 
pribadi seseorang berupa nomor telepon selulernya. Padahal data pribadi 
sejatinya bersifat privat dan harus dijaga kerahasiaannya dan dilindungi 
dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang oleh 
penyelenggara jasa telekomunikasi. Sms (short message service) yang 
berisi promosi atau penawaran terhadap barang dan jasa biasa disebut 
dengan spam telepon genggam.87 Spam ini diarahkan pada layanan 
pesan teks di ponsel. Spam ini bisa sangat mengganggu 
pelanggan/pengguna jasa karena bukan hanya masalah 
ketidaknyamanan, tetapi juga karena biaya yang mungkin dikenakan 
setiap pesan teks yang diterima. 
Ciri-ciri Spam88 : 
1. Spam biasanya berisi penawaran barang, software,video, 
musik, atau konten berbau pornografi. 
2. Isi Spam terkadang berisi sesuatu hal yang tidak kita lakukan, 
misalnya Anda adalah pemenang undian (lotere) padahal Anda 
belum pernah mengikutinya sama sekali. 
3. Spam biasanya berisi himbauan kepada Anda untuk mengisi 
identitas pribadi dan rahasia yang anda miliki.  
                                            
87
  http://id.wikipedia.org/wiki/Spam 
88
  Dominikus Juju, 2008, Teknik Menangkal Kejahatan Internet Untuk Pemula, Jakarta: 
Elex Media Komputindo, hal. 6\ 
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4. Spam ada juga yang isinya menawarkan produk obat-obatan 
atau kesehatan. Misalnya cara meninggikan badan secara 
cepat. 
5. Spam sifatnya tidak merusak tetapi membuat Anda tidak 
nyaman.  
Melihat semakin populernya penggunaan sms (short message 
service), membuat sebagian orang memanfaatkan sms sebagai ajang 
promosi. Hal ini diketahui berdasarkan fakta bahwa dari 10 orang 
responden yang telah diwawancarai penulis. 10 orang responden tersebut 
mengakui bahwa mereka sering kali menerima sms spam yang berisi 
penawaran atau seolah-olah telah memenangkan suatu undian. Walaupun 
tidak pernah mengalami kerugian materiil, yaitu berupa penipuan akan 
tetapi sms spam membuat ketidaknyamanan. 
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia adalah organisasi non-
pemerintah yang tujuan berdirinya adalah untuk meningkatkan kesadaran 
kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat 
melindungi dirinya sendiri dan keluarganya. Kegiatan dari YLKI sendiri itu 
adalah melakukan pengawasan dan bertindak sebagai pembela 
konsumen. 
 Pengaduan konsumen bisa dilakukan melalui telepon, surat, dan 
atau bisa langsung mendatangi kantor YLKI. Pengaduan melalui telepon 
dikategorikan menjadi dua yaitu (1) hanya minta informasi atau saran 
(advice), maka telepon itu cukup dijawab secara lisan dan diberikan saran 
pada saat itu dan selesai (2) pengaduannya untuk ditindak lanjuti. Jika 
57 
 
konsumen meminta pengaduannya ditindak lanjuti, maka si penelepon 
diharuskan mengirim surat pengaduan secara tertulis ke YLKI yang berisi; 
(a) kronologis kejadian yang dialami sehingga merugikan konsumen; (b) 
wajib mencantumkan identitas dan alamat lengkap konsumen. 
Pengadu/konsumen juga harus mencantumkan nama dan alamat 
produsen dan/atau pelaku usaha jika ada; (c) menyertakan barang bukti 
atau fotokopi dokumen pelengkap lainnya. 
 Cara menangani pengaduan konsumen itu sendiri adalah dengan 
cara mengklarifikasi (mendengarkan dari sisi konsumen dan pihak pelaku 
usaha). Setelah melakukan klarifikasi, YLKI akan melakukan analisa dan 
memastikan ada atau tidaknya hak konsumen yang dilanggar. Jika ada 
hak konsumen yang dilanggar dan mempunyai data-data yang lengkap, 
pihak YLKI akan melakukan pengiriman surat ke pelaku usaha. Dalam hal 
telekomunikasi, pihak YLKI akan menembuskan ke pihak terkait. Misalnya 
dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan 
Regulasi Telekomunikasi sebagai regulator. 
 
B. Peran Pemerintahdalam Mengawasi Penyelenggaraan Jasa 
Telekomunikasi 
Telekomunikasi mempunyai sifat yang berubah terus menerus, 
nyaris tidak bertepi dan mampu mengubah tatanan wajah dunia, merubah 
pola pikir manusia, mempengaruhi perilaku dan kehidupan umat manusia. 
Telekomunikasi saat ini sudah menjadi kebutuhan hidup yg disejajarkan 
dengan human right (hak asasi manusia). 
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Tanggal 11 Juli 2003, pemerintah mengeluarkan Keputusan 
Menteri Perhubungan No. 31/2003 tentang penetapan Badan Regulasi 
Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Peran pemerintah dalam mengawasi 
penyelenggaraan jasa telekomunikasi akhirnya dilakukan oleh Badan 
Regulasi Telekomunikasi Indonesia. BRTI dibentuk sebagai implementasi 
dari Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, 
dimana dalam pasal tersebut pada intinya mengatur 4 (empat) fungsi 
pembinaan yakni fungsi penetapan kebijakan, fungsi pengaturan, fungsi 
pengawasan, dan fungsi pengendalian. Fungsi penetapan kebijakan tetap 
menjadi kewenangan Pemerintah, sedangkan 3 (tiga) kewenangan 
lainnya diserahkan kepada BRTI. Dengan hal ini BRTI menjadi semacam 
badan Pemerintah yang sekalipun terdapat anggota dari unsur 
masyarakat, namun menjalankan fungsi-fungsi dan tugas Pemerintah. 
Pembentukan BRTI juga demi adanya transparansi, independensi dan 
prinsip keadilan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. 
Menurut M. Ridwan Effendi89 selaku Commisioner dari BRTI 
menyatakan bahwa fungsi dari BRTI adalah sebagai badan yang 
mengatur, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan jaringan 
telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Hal ini sesuai 
dengan yang diamanatkan di dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 
31/2003 tentang penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia 
                                            
89
 Wawancara dengan Bapak M. Ridwan Effendi selaku Commisioner dari BRTI pada 
tanggal 17 April 2013 
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(BRTI). BRTI dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh 
kekuasaan dan atau kepentingan pihak lain.    
 Peran pemerintah dalam mengawasi penyelenggara jasa 
telekomunikasi telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No.36 Tahun 
1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan: 
1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya 
dilakukan oleh Pemerintah. 
2) Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan 
penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan 
kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. 
3) Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan 
pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu 
dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang 
berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global. 
BRTI dalam melakukan pengawasan sesuai dengan Keputusan 
Menteri Perhubungan no: KM. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan 
Regulasi Telekomunikasi Indonesia: 
a. Pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan 
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan 
jasa telekomunikasi, yaitu: 
1) perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan 
penyelenggaraan jasa telekomunikasi; 
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Sebagai bagian dari fungsi, BRTI berwenang untuk 
melaksanakan pemilihan atau evaluasi untuk pemberian 
lisensi jaringan dan layanan telekomunikasi sesuai dengan 
kebijakan Menkominfo. 
Prosedur perizinan penyelenggaraan jaringan adalah: 
a. Seleksi 
- Untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang 
memerlukan alokasi spektrum frekuensi tertentu dan 
atau memerlukan kode akses jaringan (Jartap Lokal, 
SLJJ, SLI, dan Jaringan Bergerak Seluler). 
- Jumlah penyelenggara dibatasi, Dirjen Postel 
membentuk tim seleksi.  
- Izin prinsip diterbitkan kepada pemenang seleksi. 
- Izin prinsip berlaku selama-lamanya 3 (tiga) tahun, 
dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku 
selama-lamanya sampai dengan 1 (satu) tahun. 
- Izin penyelenggaraan diterbitkan setelah sarana dan 
prasarana yang dibangun oleh pemilik izin prinsip 
dinyatakan layak operasi. 
- Izin penyelenggaraan tidak terbatas waktu berlaku, 
tetapi setiap 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi secara 
menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban pemilik 
izin.  
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- Izin prinsip dan izin penyelenggaraan untuk jenis 
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa 
telponi dasar diterbitkan oleh Menteri. 
- Memasukkan perlindungan konsumen (UU No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). 
- Memasukkan klausul denda terhadap keterlambatan 
pembangunan (KEPRES No. 80/2003 tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa) serta denda terhadap 
keterlambatan PBNP (UU No. 20/1997 tentang PBNP). 
b. Evaluasi 
- Untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang 
tidak memerlukan alokasi spektrum frekuensi tertentu 
dan atau memerlukan kode akses jaringan (Jaringan 
Tetap Tertutup, Jaringan Bergerak Satelit, dan 
Jaringan Bergerak Terestrial). 
- Untuk penyelenggaraan jasa telponi dasar. 
- Untuk penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan 
jasa multimedia. 
- Untuk penyelenggaran telekomunikasi khusus. 
- Dirjen Postel membentuk tim evaluasi. 
- Izin prinsip diterbitkan kepada pemohon yang 
memenuhi syarat. 
- Izin prinsip berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun, 
dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku 
selama-lamanya sampai dengan 6 (enam) bulan.  
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- Izin penyelenggaraan diterbitkan setelah sarana dan 
prasarana yang dibangun oleh pemilik izin prinsip 
dinyatakan layak operasi. 
- Izin penyelenggaraan tidak terbatas waktu berlaku, 
tetapi setiap 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi secara 
menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban pemilik 
izin.  
- Izin prinsip dan izin penyelenggaraan untuk jenis 
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa 
telponi dasar diterbitkan oleh Menteri. 
- Memasukkan perlindungan konsumen ( UU No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). 
- Memasukkan klausul denda terhadap keterlambatan 
pembangunan (KEPPRES No. 80/2003 tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa), serta denda terhadap 
keterlambatan PNBP (UU No. 20/1997 tentang PNBP).  
2) standar kinerja operasi; 
BRTI berwenang untuk mengusulkan kepada Menkominfo 
mengenai standar kinerja operasi jaringan dan layanan 
telekomunikasi. 
3) standar kualitas layanan; 
4) biaya interkoneksi; 
5) standar alat dan perangkat telekomunikasi. 
63 
 
b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan 
telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu: 
1) kinerja operasi; 
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, BRTI berwenang 
mengawasi dan diharuskan melaporkan kepada Menkominfo 
mengenai pelaksanaan standar kinerja operasi. 
2) persaingan usaha; 
3) penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi. 
BRTI berwenang mengawasi dan diharuskan melaporkan 
kepada Menkominfo mengenai kepatuhan terhadap 
penggunaan perangkat telekomunikasi sesuai dengan 
standar yang berlaku. 
c. Pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan 
telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu: 
1) penyelesaian perselisihan antar penyelenggara jaringan 
telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi; 
Dalam hal ini pengendalian terhadap penyelesaian 
perselisihan antar penyelenggara jaringan telekomunikasi 
dan penyelenggara jaringan telekomunikasi dilakukan oleh 
BRTI dan peran tersebut terimplementasi  dengan terbitnya 
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 
08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi 
khususnya dalam lampiran 5 yang mengatur tata cara 
penyelesaian perselisihan interkoneksi. Lampiran ini terdiri 
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atas 11 bab yang mengatur sejak permohonan dimohonkan 
ke BRTI sampai dengan putusan dilaksanakan. Dalam tata 
cara tersebut Pelapor (pemohon) dapat menempuh 2 (dua) 
cara penyelesaian yakni mediasi dan arbitrase, yang 
anggota dari tim tersebut ditunjuk langsung oleh BRTI. Tim 
merekomendasikan draft putusan, selanjutnya BRTI yang 
akan memutuskan setiap sengketa. Disinilah peran 
pengendalian BRTI. 
2) penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi. 
Sesuai keputusan di atas, Peran BRTI terhadap jaminan 
kerahasiaan Call Data Record Pengguna Jasa berwujud pengawasan. 
Hasil dari pengawasan yang tidak sesuai ketentuan peraturan 
perundangan dapat dikenai sanksi administrasi terhadap penyelenggara 
jasa telekomunikasi bahkan sanksi pidana sesuai yang terdapat dalam 
Undang-Undang Telekomunikasi. 
BRTI memiliki peran ganda, yakni selaku regulator 
(pemerintah/eksekutif) dan juga menyelesaikan suatu perselisihan. 
Dengan demikian BRTI memiliki kewenangan pemutus perkara (yudikatif). 
Dalam regulasi telekomunikasi diatur penyelesaian perselisihan 
menyangkut kewajiban ganti rugi, sebagaimana Pasal 15 UU 
Telekomunikasi yaitu : 
1. Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara jasa 
telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak 
yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada 
penyelenggara telekomunikasi. 
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2. Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara 
telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut 
bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya. 
Pada ayat (1) diatas bermakna bahwa ganti rugi oelh 
penyelenggara jasa telekomunikasi diberikan kepada pengguna 
atau masyarakat luas yang dirugikan karena kelalaian atau 
kesalahan penyelenggara jasa telekomunikasi. Untuk 
membebaskan diri atas tuntutan ganti kerugian tentulah 
penyelenggara telekomunikasi wajib membuktikan bahwa 
kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau 
kelalaian penyelenggara. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Tanggung jawab penyelenggara jasa telekomunikasi terhadap 
kerahasiaan Call Data Record pengguna jasa berupa kewajiban 
memberikan ganti rugi baik materiil atau immaterial kepada 
pengguna jasa yang dirugikan, kesiapan menjalani upaya hukum 
apapun yang akan ditempuh oleh pihak yang dirugikan, 
menjatuhkan sanksi atau hukuman berat kepada oknum/pekerja 
yang melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjamin 
kerahasiaan Call Data Record, menyampaikan permohonan maaf. 
2. Peran pemerintah dalam hal ini BRTI terhadap jaminan 
kerahasiaan Call Data Record pengguna jasa berwujud 
pengawasan. Adanya pengenaan sanksi bagi penyelenggara jasa 
telekomunikasi yang tidak mengikuti ketentuan yang ada terhadap 
penyelenggaraan jasa telekomunikasi dimaksudkan sebagai upaya 
Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian 
penyelenggara jasa telekomunikasi.  
 
B. Saran 
1. Penyelenggara jasa harus lebih memperbaharui dan memberikan 
tindakan yang lebih tegas lagi dalam mengawasi pekerjanya agar 
tidak terjadi lagi kebocoran yang disebabkan kesalahan dan/atau 
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kelalaian oknum/pekerja. Konsumen atau pengguna jasa haruslah 
senantiasa menggunakan data-data pribadi yang asli dalam 
melakukan registrasi. 
2. Pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih maksimal 
lagi terhadap penyelenggaraan jasa telekomunikasi. 
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